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PERATURAN BUPATI

BAOIAN BARAT

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2013



PERATURAN BUPATi SERAR/I BAGIAN BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAF\/1 BAGIAN BARAT

TAHUN ArJGGARAN 2013

" DENGAN RAHWIAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAiVl BAGIAN BARAT

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

1.

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun ^ ^ Maluku Tenggars Barat jo
46 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provins, f' Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan

ratring No.or 12 Tahun -
ST^\fe.;rnrgrTSn^
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o 11 1inrionn Nnmor 1R Tflhun 1997 tentaoq Paiak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambalian Lembaran Negara Norn
4048);

4 Uridang-Uridang Nomor 21 Tahun 1997: tentahg'Bea Perolehaff Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran'Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688).
Uhdang-Undang Nomor.28 Tahuh-1999 teritang Periyel^ggaraarl .Negara. yang bersih .dan bebas dari Koraps^ ^ dan
Nepbtisme (Lembaran Negara Repiiblik.Indonesia Tahun 1999 Nomor. 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 38 1),
Uhdang-Undang Nomor 17.Tahun 2003 Tenteng Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik.lndonesia Tahun 20G3Nomof47, Tambahan Lembarah Negara^^Re'publik Indonesia Nornor42&6}, . . ..

Un&^lg-UndaHg Nomor i Tahun 2064 tSnfaHg f'erbOT&fi^an N^ara (Lembaran Negara Republik'Indonesia Tahun 2004Nomor 05, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

8. Undang-.Undang.Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan P®'̂ "dang-undan^^^^^^^^ Negara Republikindonesia Tahun 2004 Nomor;53. Tambahan-Lembaran Negara Repubjik Indonesia Nomor 43 ),
Q ii^Honr, iLHflnn Nnmor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

10. ^^MTtomora-Tahuii 2004lBhtairi;Si^fn Pf N^^ra Republik
indon^ia lahun 20M Nomor 104, tambahan Lembaran N^ara Republik Indonesia Nomor 4421),

11 "Undana-Undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang F^emerinitahan Daerah (Lembaran Negara Republik

SSn™ SZtoh DaTrah (Lembaran Negara Republiic indonesia Tahon 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ^embaran
' Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 ),

13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah da^ Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028),

5.

6.

7.



14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
. Rcikycii Daerah (LjSinb&fcii• NsgariU RfepubSiK niCiOiiOoict Tcihuii 2D04 laiuo^uan

Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2d04 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Lembanan Negar? Republik Irdonn'Sia.No*^:"- ; -

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
"Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lenribaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

MI



25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Peiayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585):

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinen'a Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Penjbahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
• Penganggsran dsn Portanggungjawab^*". Penggu'"'̂ "" ^elanja Penunjang Opsrsrric"!?! Pimpinan Do'jjsin r2r.vak:;z;'
' Daerah serta Tata Cars Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

29. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Umsan Antara Pemerintah," Pemerinfah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);

30. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
• -BeFsumber dan" Anggaran-P^dapatan dan Befenja D^rah'sebagatmaha telah diubah dengan Peraturan Menteii DdiafiT

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pembahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2013 ;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan/Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Dinas/Badan/Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;

35. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat No. 440-36 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemberian Perizinan dan Bimbingan
Pengendalian dibidang Kesehatan ;

36. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pajak Hotel;
37. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pajak Restoran ;
38. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan ;
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39 Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame ,
40^ Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan ,

42 SrSuran Srah Nomor 32 Tahun So7 tentang Retribusi Izin .

45 Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan^sar;
46" Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Retribos. Pengujian Kenttaraan Bomiolor.

SK=S = SS:^ ISS « SrK=n„,n,a. ^n 3as ;
I = s sj" 2Sarjss : .
53' Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penjualan M.numan Beraiko ,
54. KrSuran Daerah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Retribus, Has|l Penkanan ,
55 Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Retnbusi Izin .
56* Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Retnbusi Izin '

S- -^pSSSSS= d». Restoran:
61 Peraturan i5aerah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Retnbusi Ketatausahaan Penkanan .

ItS=SS2 ZZ« Z SSStSSKeTnS^
66' Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Retnbusi Tanda Daftar Perusahaan
67" Peraturan Daerah Nomor. 06 Tahun 2009 tentang.. Retnbusi Tanda Daftar Industn
68' Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Retnbusi Sampah no=r=h
69' Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Retnbusi Pemakaian Kekayaan Daerah
70' Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Retnbusi Konstmksi
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71. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Peiayanan Rumah Sakit Umum Daerah

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SERAWI BAGIAN BARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

PasaS 1

Penjbahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi

4) J^anja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil

VI

Rp. 19.542.818.276,-

Rp. 528.107.105.000,-
Rd. 41.799.420.443.-.

Rp

Rp

Rp

Rp.
Rp

Rp

kp. 589,449.343.719,-

274.879.842.468,-

1.300.000.000,-

3.715.995.350.-

5.790.000.000.-



7) Belanja Bantuan Keuangan
8) Belanja Tak Terduga

• f.-'i .
• .1 i

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus / (defisit)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. 7.616.698.134,-

Rd. 2.200.000.000.-

Rp. 295.502.535.952,-

Rp. 29.418.269.270,-

Rp. 124.347.745.883,-

Rd. 134.415.269.573.-

Rp. 288.181.284.676r

Rp. 583.683.820.628.>

Rp. 5.765.623.090,-

Rp. (4.765.523.090,-)
Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah PeiTiblayaan Netto • Rp. ( 5.765.523.090,-)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,-

VII



Pasal2

Ringkasan Penjabaran Pembahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati

ini.

Pasa! 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1dirinci lebih lanjut dalam Lampiran ii Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkah pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di P i r u

Pada tangga( 17 Desember 2013

Diundangkan di Piru
Pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS OAERah
"EN SERAM BAGIAN BARAT

R TUHAREA
0embina Utama Muda

9630303199011002

-BERrrATDA^RAHT<RBOFOTEN'S^J^M BAG8AN BARAT
TAHUN 2013 NOMOR 066
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rAR^T

BUS F. ^UTTBLEIHALAT


